
GUFtr R\ LiR. G ORSI{TAL.O
PERATURAN GUBERNUR GOROI{TAI,O

NOMOR 46 TAHUN 2OI3i

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II BAGI KENDARAAN D]:WILTJTAH

PROVINSI GORONTALO DAN MASUK DARI LUAR DAEIRAH PROVINSI CIORONTALCI

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

bahwa pemberian pembebasan denda pajak dalam rangkil

menghadapi hari ulang tahun Provin:si G<lrontalo yanig ke .13 pada

tanggal 16 Pebruari 2OI4, diharap.kan dapat mendorong parit

pemilik atau pengguna kendaraan bermotor agr mienggunakan

Plat Nomor DM, sehingga dapat merringkatkan pene:rimaan PAI)

dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Efalik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;

bahwa berdasarkan pertimbangan serbagaimana dimaksucl dalanr

hutrf a, perlu menetapkan Peraturan Guberrrur tentang

Pembebasan Denda Pajak Kendara:rn Bermotor dan Bea Balil<

Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Diwilayah l?rovins'i

Gorontalo dan Masuk dari Luar Daerrah Provinsi Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OOO tentang Pembe:ntukan

Provinsi Gorontalo (l,embaran Negara Republik Indonesia. Tahurr

2OOO Nomor 258, Tambahan L,embaran Negat'a Republil<

Indonesia Nomor aO60);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OCl2 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahurr

1997 Nomor 2, Tambahan Lembar€ul Negara Republik Indonesirr

Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintaha:r

Daerah (Lembaran Negara Republik Indor:esia Tahun 2OO4'Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonr:sia Nomor

44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Cf08 tentang Perubahan

kedua atas Udang-Undang Nomor' 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tfNomor aSaa\ \J

Mengingat : 1.
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4 .

5 .

6.

7 .

8 .

Undang-undang Nomor 22 Tah:un 2t:^199 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Reputrlik Indorresia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesiir

Nomor 5025);

undang-Undang Nomor 28 Tahun :2009 tentang pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesira.

Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Neg:u-a Republil<
Indonesia Nomor 50a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tatrun 1993 tentang Kendaraarr
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonr:sia Tahurr
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik Indonesia

Nomor 3493);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zoar tentan;g penrbagian

Urusan Pemerintahan antara Pemer:i.ntah, Pemerinterhan Daerair
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Le:nbaran

Negara Republik Indonesia Tahun i:,zooi' Nomor 82, Tarnbaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aT3T);

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2oll. tentang pajak Daeralr
(Lembaran Daerah erita Daerah Pro'dnsi. Gorontalo 'Tahun 2or,.1
Nomor 5, Tambahan Lembaran lDaerah provinsi Gc,rontal<r
Nomor 05).

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahu.n 2cr12 tentang .pelaksanaarr

Peraturan Daerah Provinsi GorontaLlo Nornor 0s llahurr 2or1.

tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Goro:ntalo Tahurr
2OI2 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR GORONTAL(f TENTANG PBMBEBASAI.I
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOT'OR DAN BEA ETALIK NAMIT
KENDARAAN BERMOTOR II BAGI KENDARAAN DII WILAYAFI
PROVINSI GORONTALO DAN MASI.JK DARI LUAR DAERAFI
PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KE-TENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang din:raksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo

2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gor,cntalo.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan r\set DaerahL
Provinsi Gorontalo.

4. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.

9 .
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5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontriburii

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan und.amg-undan55,

dengan tidak mendapatkan imbralan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarny.a

untuk kemakmuran rakyat.

6. Pajak Kendaraan Bermotor adale*r pajak atas kepemilika:n

dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adatah pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor setlagai akiba.t
perjanjian dua pihak atau perbuatare sepihak atau keadaan yang

te{adi karena jual beli, tukar menukar, hibah, virarisem atau
pemasukan kedalam badan usaha.

8. Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor II adalah pajak ata.s
penyerahan hak milik kendaraan berrnotor setragai akiba.t

perjanjian dua pihak atau perbuatarr sepihak atau keadaran yang

terjadi karena jual beli, tukar me:nukar, hibah, vrarisan atar:

pemasukan kedalam badan usaha.

9. wajib pajak adalah orang pribadi atau tradan melipuli pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemunrgut pajak, yang :mempunyer.i

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.

10. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukarr

tagihan pajak dan/atau sanksi radministrasi benupa bungrl

dan/atau denda.

BAB II

IENIS PEMBEBASAN

Pasal 2

Jenis pembebasan terdiri dari:

a. pembebasan denda PKB;

b. denda BBNKB II, dan

c. pembebasan BBNKB II.

Pasal 3

Pembebasan denda PKB yang dapat diberikan k,epada wajib

pajak adalah Pembebasan denda PKB clan denda B.BNKI].

Pembebasan BBNKB II yang dapat diberikan kepada wajil>

pajak adalah pembebasan BBNKB II bagi kendaraan bermotor

diwilayah Provinsi Gorontalo dan kendaraan mutasi masuk

dari luar Provinsi Gorontalo yangi beralih menggunakan plat

Nomor DM.
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(3) Pembebasan sebagaimana dimak,sud ayat (1), da.n ayat (21,
beriaku bagi pemilik kendaraan roda d'u.a, roda tiga., roda empa,t
keatas, alat berat, kendaraan dinas (plat merah) kendaraa:r
pribadi (plat hitam), kendaraan unurm (plat kuning) yang
kepemilikannya terdaftar dan akan didaftarkan di provinsi

Gorontalo.

Pembebasan denda termasuk pr:mbebasan pada. pr. Jasie
Rahada yakni sumbangan wajib l)aner Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ), Kartu Dana/sertifikat yang tertunggai<
untuk tahun yang lewat dengan mrempertimbangkan kebijakan
Pemerintah Daerah.

Pembebasan denda pajak tidak termasuk pembayararr

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada pihak kepolisian,

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN PEMBEBA.SAN

Pasal 4

Pemberian pembebasan sebagaimana dirnaksud dalzrrn pasal 21,
diharapkan akan meningkatkan motivasi bagi wajib pajak dalarn

menunaikan kewajiban membayar pa.iak kendaraann.ra, sehinggr:r
dapat meningkatkan penerimaan PAD dari Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik N'ama Kendaraa.n Bermoto:r
(BBN-KB).

BAB IV
SYARAT PENGAJUAN PEMBEB/TSAN

Pasal 5

Pemberian pembebasan sebagaimanra dimaksud dala.m pasal rj

ayat (1) dan (21, disampaikan secaria tertulis oleh v,rajib pajal,r
kepada Kepala UPTD/Samsat atau Kepala Seksi Pela.y'anan PKB-
BBNKB menggunakan formulir yang d.isediakan sec&r€i gratis padi,r

masing-masing UPTD / Samsat.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN PELAPORAN

Pasal 6

{1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berlaku
pada hari kerja mulai tanggal 01 Januan 2014 sarnpai dengan

tanggal 31 Maret 2OI4.

(2) Menugaskan kepada Kepala Dinas Keuangan dan ,Aset Daerah

Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan peraturan Gubernur

dan wajib menyampaikan laporan .kepada Guberntrr Gorontal<l
atas l-rasil pelaksanaannya. tl..J

(4)
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BAB VI

PENUTUP

Pasai 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mr:laji berlakr-r, Pe,ratura:n

Gubernur Gorontalo Nomor 28 Tahurr 2o13 tentang pembebasa:n

Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraa:n

Bermotor II Bagi Kendaraan diwilayah provinsi Gorontalo da:a

Masuk dari Luar Daerah Provinsi Gorontalo clicabut da::
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang beium cukup diatur dalam pe.raturan G'uber:nur ir:.i

sepanjang mengenai teknis pelaksarraannya akan d.iaturr lebih

lanjut dengan Keputusan Kepala Dina,s Keua:rgan dan l\set Daerah
Provinsi Gorontalo.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai trerlaku pada tanggal 0 t

Januari 2AL4.

Agar setiap orang mengetahuinya, mermerintahkan penLgun.dangarl

Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 46
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